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BAEB Il
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 4

(1) Kominda di bentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Gubernur.

(3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat
koordinatif dan konsultatif secara vertical dan horizontal.

(4) Hubungan secara vertical sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan :

a. Hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
Kementerian Dalam Negeri; dan

b. Hubungan Kominda Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
Kominda Provinsi.

(5) Hubungan secara Horizontal sebagimana dimaksud ayat (3) merupakan hubungan antar
unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan
melalui Keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Gubernur.

Pelaksana Harian  : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah.

Sekretaris . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Keanggotaan . Unsur |Inteljen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi,
Imigrasi, Bea dan Cukai, Unsur Pajak dan Perbankan dan unsur
terkait lainnya.

Pasal 6

Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan
informasi / bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala,
atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah :

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Unsur Pimpinan Daerah Provinsi
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap
ancaman Stabilitas Nasional di Provinsi.
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BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan Kominda Provinsi dilakukan .oleh
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan
Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di
Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas Kominda di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Keuangan, Kepala Badan Inteljen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam)
bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu — waktu jika dipandang periu.

Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada,
dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara
hirarkhi.

BABV
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) Provinsi
Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 September 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 63

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbangpol Depdagri di Jakarta:

Ketua DPRD Prov. Kaltim di Samarinda:

Pangdam VI Mulawarman di Balikpapan;

Kapolda Kaltim di Balikpapan;

Kajati Kaitim di Samarinda;

Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda:

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalimantan Timur di Samarinda;
Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
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Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA

Pembina
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